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BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHLUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
KAOUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

Menimbang © w. buhwi unituk melakssnokain ketentugn Pusal 17, Pasal
18, Pusal 19, Pasal 20, Posal 21, Pasal 22, Pasal 13,
Pusal 24 dun Pasal 25 Peruturnn Daernh Kabupaien
Katingan Nemor 1 Tahun 2024 lentung Pajak Daersh
dan Retribusi Dacrah, dipandang perfu  mengatur
petunjuk pelaksanssnmyn:

b hn]m berdasarkan  pertimbangan  sehagatmana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupuli  lentung Peiumjuk  Tekms  Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Barang dan  Jasa  Tertentu
Kabupaten Katingan,

Mengingat : 1. Undang Undung Nomor 5 Tehun 2002  tentang
Pembentukon  Kabupaten  Katingan, Kabupaten
Beruyan, Kabupatcn Sukaniara, Kabupsien Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pieau,
Kahupaten Muring Raya, den Kebupaten Barito Timur
N Provinsi Kahmentan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahun
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomar 4 180);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pevislimeniliskaans Pl i L i Pl'h.l.htln.ﬂg-undnmn
(lembarmn Negara Republik Indonesian Tahun 2011
Nomor H2, Tambahan Lembamn Negara Hepublik
Indonesia Nomor 5.234) sebagaimans telanh beberapa kali
divbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor |3
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Namor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturnn  Perundang-Undangan  {Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6RO 1); F
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3. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antarm Pemerintah Pusat dengan
H:mr.-rin_t:hnn Duerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentnng Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negarn Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterd
Dalarn  Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubmhan atus Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor
B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nommor 157);

L)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tehun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barsng dan Jusa Tertentu atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomar 6848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajuk Dacrah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6H81);

7. Peraturan Duerah Kabupsien Katingan Nemor 1 Tahun
2022 tenlang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2022 Nomor 1, Tambahian Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomaor 76);

8. Peraturan Dasrah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2029 teniang Pajak Dacrnh dan Retrbusi Dacrah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Katingan Tahun 2024
Nomar |, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomaor 93},

49, Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tehun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuges dan Fungsi
weria Taik Kerja Badan Prodapatan Dacrah Kabupaien

Katingan (Berita Daerah Kabupaien Katingan Tahun
2022 Namnor 654),

MEMUTUSEAN :
Menctaplan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIB

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN .JASA
TERTENTU KABUPATEN KATINGAN. F’
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l.  Dwmerah adalah Kabupaten Katingon.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagni
unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Katingan.

3, Kepala Daerah yang selanjutnya discbut Bupat adalab Bupati Katingan.

Peranghkat Daemah, yang selanjutnys disingkat PD adalah Perangleat

Dacrah pads Pemerintah Daerah yang membidang pengelolaan pajak

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan,

6. Kepala Badan Pendapatan Dacrah, yang selanjutnya disebur Kepala
Bapenda adalah Kepala Badan Perulapatan Dacrah Kabupaten Katingan,

7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah
Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.

8. Kas Daeroh adalah Kas Dacruh Kabupaten Katingan atau Badan yang
diserahi wewenang dan tanggung jawab scbagal Pemegang Kus Dacrah
Kabupaten Katingan tempat penyirmpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupan untuk menampung selurubh penermaan Daersh dan
membayar seluruh pengeluaran Dacrah,

9.  Bendnhara Penerima sdalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan
Pendaputan Daerah  Kabupaten Katingan yang ditunjuk  untuk
menernma dan meneatal pembayaran pajak vang disetor oleh wajib pajak
atau penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah.,

10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, vang selanjuinya disingkal PRIT
adalah Pajak vang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi
barang dan/atau jass lerieniu,

11. Berung dan Jusa Tertentu adelah barang dan josa tertentu yang dijual
dan/atau dissrahlaan kepada konsumen alkchir.

12, Wajib Pajak Barang dan Jesa Tertentu, yang selanjutnya disebut Wajib
PBJT adalah orang pribadi atau Badan vang melakukan penjualan,
penyerahan, dan/stau konsumsi barang dan jasa tertentu,

13. Subjek Pajuk Barang dan Jass Tertentu, yang sclanjuinys disebu
Subjek PEIT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

14. Objek Pajuk Baraoy dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya discbut Objek
PRIT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konstims: barang
dan jasa terteniil.

15 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatian, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usgha yang meliputl perservan  terbutas, perscroan lomanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milk
daerah, atau badan usaha milik dess, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, Roperasi, dana pfn:!,iun,uﬂl pcrslu:k];nuan.
perkumpulan, yayasan, organisas massa, oTganisas] sosial polilik, atau
orgnnisasi lainnya, lembaga dan bentuk bodun lainnya, termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Masa Pajuk adalah janghks waktu yang menjadi casar bagl Wafib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang ferutang
dengan jangks waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman
vang disedinkan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung

maupun tidak langsung, atau melalui pesanan cleh restoran. [
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Restoran edalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atay
minuman dengan dipungut bayaran,
Tenaga Listrik adalah tenaga atau energl yang dihasilkan oleh suaty
pembanghit tenagn lstrik yang didistribusikan untuk bermacam
peralaten listrik.
Jusa Perhotelan adalah jnsn  penvediaan  akomodasi yvang daput
dilengkapi dengan | layanan maksn dan mi i |
jnu.l’amu o o Jl:::n I::L inum, kegiatan hiburan,
nsa Parkir adalah jasa penyedisan atn penyelenggaraan tempat parkdr
di luar badan jalan dan/atau pelayanan tn:nmrhrﬂﬂn Ic:ndnraTn lemm-:
ditempatian di area parkir, baik vang disediakan berkaitan dengan
pokok truihi mitupun vang disediakan scbagai suatu usaha, termasuk
penyediaan lempat penitipan kendaraan bermotor,
Jasa Keseninn  dan  Hiburan adalah Jasa  penyedisan  atou
penyelenggaraan semua jenis lwnlonan, pertunjukan, permainan,
ketangkasan, reloreasi, dan /atau keramalan untuk dintkmati.
Fumha_\_fumn adalah jumlsh yang diterima stau seharusnya diterima aleh
penyedia barang dan jasa tertentu atas pelayanan penyediaan makansn
dan/atau minuman, penyediann penggunaan tenaga listrik, penyediaan
jasa pgrhm_elnn, penyediaan josa dan/atau tempat parkir, dan
penyediaan jasa kesenian dan hiburan. Pembayaran bisa berupa tunad
dan non tunai.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD
nddalah nomor yang diberitkan kepada Wajib Pajuk sebagai sarana dalam
administrasi perpujukan dacrah yang dipergunaian sebagmn tanda
pengenal dirl atnu identitas Wajin Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya,
Nomor Objek Pujak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor dentitas objek pajak scbagei surans dalam  administrasi
perpajakan dengan ketenluan terteniu,
Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah, yung selanjutnya disingkat SPTPD
achln.}h wurul yung oleh Wajib Pujuk digunnkan untuk melsporkan
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukun
objek pajak, dan/atau harts dan kewajiban sesual dengan keteniusn
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPOPD  adalah surat yong dgunakan oleh Wajlb Pajak  uniuk
melaporkian objck pajak atau usshanys sesual dengan keteniusn
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Dacrah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyn disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menenfukan besamya jumlah pokok pajak
vang terutang,
aurat Setoran Pojak Deerah, yang selanjutnye disingkat 55P0D pdolah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
mongEunakan ormulir atau telabh dilakukan dengan care nin ke Kas
Dacrah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepalas Dacrah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, vang selanjutnva
disingkat SKPDKB adalah sural ketelnpan pajok vang menentukan
besarnya jumliah palkok pajak, jumlah kredit pajak, jumiah kelurangan
permbayaran pokok pajak, hesarmya aanksi administratif, dan jumlah
pajik yvang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, vang
selunjutnya disingkat SKPDKHBT adalnh sumt ketetnpan pajak yang
meneniukan tambahan atas jumish pajak yang telah ditetaphkan.
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34, Surat Retetapan Pajak Deerah Lebih Bayar, yang selanjuimya disingkat
SKPDLE adalah surat ketetapan pajak yang menentuksn jumlah
keelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutsng atau scharusnya tidak terutang,

33, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, vang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetupan pajak yang menentukan jumlsh pokok pajuk
sama besarmnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

34, Surnt Tugihan Pajak Daersh, yang selanjutnys disingkat STPD adalah
sural untuk melakukan tagihan pajak dan/atou sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

35, Burat Keputusan Pembetulan adalah  surst  keputusan  yang
membetulkan kesalahan tulls, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalnm penerapan ketentuan tertentu dalam permturan perundang
undangan perpajakan  deerah  yang  terdapat  dalam  Surat
Pemberitahiunn Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajok Deernh Kurang Bayar, Surnt Ketetapan Pajak Dasrah
Ruranng Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Dacrmh Lebih Boyar, Surat Tegihan Pajak Daerah,
Sural Keputusan Pembetulan atau Sural Keputusan Keberatan.

36, Sural Kepulusan Keberatan adalah sural keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Majak Terutang, Surat Ketetapan Pajuk
Dacrah, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajuk Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetspan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Duernh Lebih Bayar, atau terhadap
pl{:;-mnguﬂ alau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib
pajak.

47, Puiusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surmt Keputusan Keberatan yang diajulaan oleh wajib pajak.

38. Pemungutan  adalah  sustu  mngkeien  kegiatan  mulad dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak
vang terutnng sampai kegistan penagihan pajak kepada wajib pajuk
SCrLA PENZawasan penyetorannys.

49, Penelitian adalah serangkaian Kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitabuan atau dokumen lain vang
dipersamakan dan lampiran-lampirannys termasuk penilaian tentang
kebenarun penulisan dan penghitungannya serta Kesesusian antarm
Sural Pemberitahuan dengan Surat Setoran Pajak Daerah,

40. Penagihan adalul serungkudon tndeaken sgur wejib pajak dan/atau
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biava penagihan pajak
dengan  mencgur atau  memperingatkan, melaksanakan penagilan
sekotika dan sckalligus, memberitahukan sural paksa, mengusullan
pencegnhan, meisksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan
dan menjual barnng yang telah disita.

41. Penagihan Scketika dan Sckaligus adalah tindakan penagihan pajak
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wagib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh lempe pembayaran
vang meliputi seluruh utang pajuk dard semua jenis pajak, masa pajak
don tohun pajak.

12. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayvar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan vang tercantim
dalum Surst Ketetapan Pajak atuu sural scjenisnyn berdasarkon
Peraturnn Perundang - Undangan Perpajakan Dacrah.,
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43, Pajnk Yang Terutang adalah pajek yang harus dibaysr peda suatu sast,
dilam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
scsunl dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Dacrah.

44. Surat Teguran adalah sural yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur Wajih Pajak untuk melunasi utang pajak.

45. Burat Pukss sdalah surat perintub membayar utang pajak dan biayve
penagihan pajak.

46, Jurusitn Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitnhuan sumit paksa,
penvitaan dan penyandernan.

. Pemeriksaan adalah serangkamn kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan /atau buku yang dilaksanakan secara objeltif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban pojak dan retribusi dan/atau untuk
tujuan  lain  dalam rangka meclaksanakan ketentuan Pergturan
Perundang-Undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.

48. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yung dilakukan di Bapenda,

49, Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan vang dilakukan di tempat
kedudukan, di rempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat
tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukian oleh Bapencdin.

Sb,  Maklumat adalah surat pemberitnhuan kepada masvarnkot bahwa atas
usaha [kegiatan terutang pajak.

51. Surat Pengukuhan scbagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surst
yang diterbitkan oleh Bapenda untuk mengukuhkan, menetaplan Wajib
Pajuk sekaligus bertindak sehagni pemungut pajak vang dikennkan pada
subjek pajak.

52, Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib
Pajak adalah surat yang diterbitkan vich Bapenda untuk menunjuk dan
menctapkan pemilik dan penanggung jawab usaha wajib pajak.

53, Siatem Pemungutan Pajak Daeroh adalah sistem yang akan dikenakan
kepada Wajlb Pajok  dalam  memungut, memperhitunghan  dan
melaporkan seria menyelorkan pajuk erutang,

54, Sistem C8 atau Constanila Storfing atau Self Assesmem! adalah suatu
sistemn di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung
sendin pajak yang terutang,

33, Sistem SKP atau Sistem Sural Keletapan Pajak adalah suatu sistem di
mana petugas Badan Pendapatan Daersh akan menctapkan jumlah
pajok terutang pada awal suntu mase pajek dan pada akhir masa pajak
yang bersanghkutan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rampung.

56, Kartu NPWPD adalah karu yvang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah, nama dan alamat wajib pajak sebaga identitas wajib pajak.

67. HNilai Jual Tenaga Liotrily, yang sclanjutnya disinghat NJTL adalah nila
jual yang berlalku di wilayah Kabupaten Katingan vang dijadikan dasar
pengenaan pajak atas jasa tenaga listnik dan dinyatakan dalam rupiah,

58. Harga Satuan listrik adalah hargs satuan penggunaan tenaga listrik per
kWh yang dibitung dalam rupinh scbagai salah satu koemponen
penghitungan Nilai Juael Tenoga Listrik,

59, Alat Ukur adalah sustu alat yang digunakan untuk mengukur
pengeurman lerugga listrik yang dikenil dengan sebutan meterun yang
menunjukan angkn dalam satuan kWh.

G0, Faktor Dava adalah tolak ukur dalam bentulk angka yang digunakan
untuk mengukur tingkat kemampusn alat pembanghkit Listrik dalsm
menghnsilkan tenogn hstrik.

61, Jam Nyala adalah jam nyala penggunann listrik per bulan berdasarkan

hasil perdataan. ! w
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62. kVA (kiloVolt-Ampere] sdalah satuan yang digunakan untuk mengukur

kapasitas dayn dalam ranghkainn listrilk

BAB I
RUANG LINGRUP
Panal 2

(1} Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pemungutan PBJT mencakup
seluruh  mangkuin  proses  yung harus  dilakuknn  dolom
menstausahakan, menerima doan melaporkan penerimaan PRJT.

{2} Tata cara schagnimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

Prosedur pendaftaran, pendataan dan penetapan;

Prosedur pemungutan;

Prosedur pembayvaran dan penyetoran;

Prosedur angsuran dan penundasn pembayaran;

Prosedur penagihan;

Prosedur pembukuan dan pemeriksaan;

Prosedur keberatan dan banding;

Prosedur pembetulan dun pembatalan ketetapan,

Prosedur pengurangan dan pembehasan pajak:

Prosedur pengembalinn kelebihan pembavaran pajak; dan

. Prosedur pembinasn dan pengawasan.

FrrpE oA AR TR

BAB 111
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 3

(1] Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi
barang dan jusa tertentu yang meliputi :

. Makanan dan/atau Minuman:

b. Tenogn Listrik;

¢. Jasa Perhotelan;

d. Jasa Parkir; dan

¢ Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2} Objek PRIT atas penjualan dan/atau penyerahan moekanan dan/aau
minuman scbagaimans dimaksud pada ayat (1) hurul a meliput
Makanan dan/zisu Minuman vang disediakan oleh @

#, Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian
Makanan dan/mtau Minuman berupa meja, kursi, doan)atou
peralataon makan dan minum;

k. Penyvedia jasa boga atau katering vang melokukan :

1. Proses penvediann bahan baku dan bahan setengah jadi
pembuatan, penyimpanan, serta  penyajian  berdasarkan

PESEONN;

2. Penyajian di lokasi yang diimgnkan oleh pemesan dan berbeda
dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan
dilakukan; dan

3. Penyajion dilakukan dengan atau tanpa peralatan  dan
pelugusnya. _

(3 Yang dikecualikan dan objek PBJT scbagmmana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah penyershan Makanan dan/atau Minuman :
a. Pelayanan yang disedinkan restoran yang nilai omeet/ penjualannya
kurang dari RpS50.000,000,- (ima puluh juta rupiah) per tahun;
b, Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnyva yang tidak semata-
mute merfual Mekanan dan/atou Minuman;

I
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¢, Dilakukan oleh pabrik Mukanan dan/atau Minuman; atau

d, Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegintan usahs utamanyn
menyediakan pelayanan jasa menun wnal |

EgY  pesa lounge} pada

Objek PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan konsumsi Tenogs Listrik.

Konsumsi Tenaga Listrik sebagrimana dimaksud pada ayat (4] adalah

penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir,

Yang dikecualikan dari objelk PRIT sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b adalah konsums: Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat [5), meliputi

. Konsumsi Tenages Lisink oleh  instansi  Pemerintah  Pusat,
Pemenintah Daerah, dan penyelenggars negara lainnya;

b. Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunsken oleh
kedutsan, kensulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas
timbal balik,

¢, Konsumsi Tenagn Listrik pada rumah {badah, panti jompo, panti
asithan, dan panti sosial lainnya yang scjenis; dan

d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
kurang dari 5 kVA (equivalendengan 4500 wath) yang tidak
memerlukan izin dari instansi teknis terkait,

Objek PRIT ains Jass Perhotelan sebagnimana dimaksud pads avat (1)

huruf ¢ meliputi jusa penyedinan akomodasi dan fasilitas penunjangnys,

u:rm penyowaan ruang rapat/pertemuan pada penvedia jasa pecholelan
vaitu

Hotel,

Hostel;

Vila;

Pondok wisata;

Motel;

Losmen;

Wisma pariwissatn’

Pesanpprahan;

Rumah penginapan | guesthouse | lungalo/ resort | cottage;
Tompat tinggal pribadi yang difungaikan schagai hotel; dan

L Glamping.

Yang dikecualikan dari objek PRIT sebagaimana dimaksud pada avat (1)
buruf ¢ adalah Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
meliputs :

a. Jass tempat tinggal sasrama vang diselenggarakan oleh Pemerintah

Pusat atuu Pemerintah Daeruh;

Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrmma perawat, panti jompa,
panti asuhan, dan pont sosind lninmnys Y sejeis,

Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atiu kegintan keagamaen;
Jasa biro perjalanan atau perjulanan wisata; dan

. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel

'le;]l:k PRJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf
d meliput :

a. Penyedisan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atuu

b Pelmyanan memarkirican kendaraan (parkir valet).

!J"h
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(10) Yung dikecualikan dan chjek PRIT sehagaimana dimaksud pada ayst (1)

huruf (d) adalah jasa penyedivun Lempat parkir sebogaimana dimaksud

pida ayat (9) meliputi :

a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusal dan
Pemerintah Daecrah;

Lm
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b. Jasa tempal parkir yang diselenggarokon oleh perkantoran yang
hanya digunakan untuk karvawannya sendin; dan

€. Jasa tempal parkic yang :ll.ar:lm._mnmhnn oleh kedutaan, konsulat,
dun perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

(11) Objek PBIT atas Jusa Keseninn dan Hiburan sebagnimana dimaksud
pads ayat (1) hurul e meliputi
#. Tontonan film atau beniuk tonionan audio visual lainnya yang

dipertontonkan secarn langsung 4 suatu lokns tertentu;

b. Pergelaran kesenian, musik (termasuk orgon tungeal), tart, dan / atau

busana;

Kontes kecantikan;

Kontes binarags;
eran;

Perlumjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermaotor;

Permainan ketangkasan (bowling, bilyar, mesin keping, video game,

ketangkasan elektronik);

Olahrage permainan dengan menggunakan tempat / ruang dan [ stau

peralatan dan pbrl:ngﬂpui untuk olah rags dan kebugaran,

J. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahans
budays, wahana salju, wahana permamen, pemancingan,
agrowisatn, dan kebun binatang,

k. Panti pijat dan pijat reflekosi; dan

L. Dizkotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa.

(12) Yang dikecualikan duri objek PRJT atas Jasa Kesenian dun Hiburan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah Jasa Kesenian dan
Hihurhnn sehagaimana dimaksud pada syvat (11) yang semata-mata
LERRLLR
a. Promosi budaya tradisional dengan tidok dipungut bavaran; dan
b, Keguitnn layanan masyaraokat dengan tidak dipungut bayoran.

FR -8 QN0

s

Pasal 4

(1) Subjek PRIT adalah konsumen baring dan jasa tertentu,
(2} Wajib PRIT adalah orang polssli siou Badon yang melakukan
penjualan, penyvernhan, dan /atau konsumsi barang dan jasa tertentu

BAH IV
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK
Paaal 5

(1} Dasar peogenaan PBJT adalah jumlah vang dibayarkan oleh kunsumen
barang atnu jasa tertenia,

{2) Dnsar Pengrnaan PBJT atas Makanon doan/atan Minuman adalab
juminh pembayaran vang diterima oleh penyedia makanan dan/atag
minuman.

{3) Dasar Pengenaan PBJT atns Tenagn Listrik adalah Nilad Junl Tennga
Ligtrik [NJTL).

(4) Dasar Pengenaan PERIT atas Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran
kepads penyedin Jasa Perhotelan.

{5} Dasar Pengenaan PBJT atns Jasa Parlar adalah jumlah pembayvaran
kepada penvedia atau penvelenggara tempat parkic dan/atau penyedia
pelayvanan memarkirkan kendarnan,

Bl Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Kesenlan dan Hiburan adalah jumlah
pembayaran yang diterimia oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan P’
Hiburan.

Ikm
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Dedam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang
sejenis antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card),
termasuk yang dalam bentuk elektronik yang memuat nilai rupish atau
mata yang lain, Dasar Pengenaan PRIT ditetapkan sebesar nilai rupiah
atau mata uang lainnya tersebut.

Dalam hal ndak terdapat pembayaran sebapaimana dimaksud pada aym
(1} termasuk voucer atau bentuk lain sgenis yang tidak memuat nika
rupish atau mata uang lain, Dasar Pengenaan PBJT dihitung
I;;Mﬂ:rrkﬂn harga jual barang dan jasa scjenis vang berlaku di wiluyuh
Nilai Jual Tensga Listrik sebagaimana dimuaksud pada ayat (3)
ditetapkan untuk :

/. Egn Listrik yang berasal dan sumber lnin dengan pembayaran;

b, Tenaga Listnk yang dihasilkan sendir,

Nilal Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik vang

berasal don sumber lain dengan pemboyaran sehagaimana dimaksud

pada ayat {9) huruf a dihitung berdasarkan :

o. Jumlah tagihan biava/beban tetap ditambah  dengan  blaya
pemakaian kWh/variabel yang ditagibkan dalam rekening lsink
untuk pascabayar; dan

b. Jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabavar.

Nilad Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang

dihasilkkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dihitung

berdasarkan

a. Rapasilas tersedia;

b. Tinghkat pengeunaan listrik,

¢. Jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. Harga satuan listrik vang bertuku di wilayah Daerah.

Nilai Jual Tensgn Listrik yang ditctapksn untuk Tenaga Listrik yung

berasal dari sumber lain dengan pembayaran sehagaimana dimaksud

pada aynt (9) huruf &, penyedin Tenagn Listrik sebagai Wajib Pajak
melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT ales Tenagn Lisink
untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

(13) FT. PLN {Persero) adalah termasuk sebagol penyedio tenagn listrik yang

bernsal dar sumber lain,

{14} Penghitungan nilal jual Tenaga Listrik untuk tenaga lstrik yang

dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga
listrik. Penggpunann veriabel kapasitas tersedia dalam penghitungan
nilai jual tenaga lstrik adalah uniuk menclapkan golongan taril setuen
histrik.

{15) Harga satuan listrik yang dihasilkan sendirt yang berlaku di kabupaten

Katingan wmdalat ;
Jecrin Kel Kapasitas Yang Tersedia | Harga Satuan
Ho Pf:nm;‘;m [KVA Listrik/kWh
|, | Bisnas/Ninga Diatas 5 kVA “Rpaso,-
2. | Industri s/d 100 KVA Rp500,-
3. | Industri Diatas 100 s/d 30.000 kVA Rp730,
4, | Industn Diatas 30.000 kVA Rpsaon,-

b
[
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(18] Untuk tenaga Hstrik vang dihasilkan sendin vang bernsal dan alat
pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, penghitungan biayn
pemakaian sama dengan hasil perkalian juminh kWh pemakaian tenaga
listrik dengan harga satuan listrik yong berlaku

(17) Untuk lenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berasal dari alat
pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat tukur, penghitungan
biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan schagai berikut ¢

Biaya pemakatan = KVA x FD x Jam Nyala x Rp/kWh

(18) Faktor Daya (FD) untuk penggunaan tennga listrik yang dihasilkan
scndiri yang berasal dar alat pembangkit sendini yong menggunakan
alat uhur, ditetaplan berdasarkan data vang tertera padn alan
pembangkit yang bersangloutan atau berdasarkan perhitungan/ rumus
achagni berilout ¢
FD = kWh : kapasitas

(19) Fakior Days [FD) untuk penggunaan tenaga listrik vang dihasilkan
sendiri yang berasal dari alal pembangkit sendinn yang  tdak
menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan usia penggunaan
e Y

Usia Penggunaan Faktor Daya
1. | Distas 30 Tahun 0.6
2. | 26 sampai dengan 30 Tahun 0,65
3. |21 sampai dengan 25 Tahun 0.70
4. | 16 sampai dengan 20 Tahun 0,75
5. |10 sampai dengan 15 Tahun 0,80
6. | Di bawah 10 Tahun 0,85

[20] Bagi perbangkit tenaga listrik yang digunakan sebagal cadangan, nila
Jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas
dayn, foktor daya, don tanf biaya beban.
Taril biaya beban ditetapkan sebagai berikut :

| v | M | IR

L. | Bisnis, Niaga | 1o0sd200 | RP247S0,

2. | Bisnis/Niaga | dinmea00 | Rp2asid-

3. | Industri 100 =.d 200 Rp25.988,.

4. | Industri 201 s.4 30.000 Rp24.750,-

5. | Industri diatss 30,000 | Rp23.513,.
Pasal 6

{1} Tarn{ PBIT atas Mokanan dan/atau Minuman ditetaplean sehesar 10%

(sepuluh persen).
{2} Tarl PRIT atas konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan scbesar 10%
(sepuluh persen).
{3 Tarl PBJT atas konsums: Tenaga Listrik khusas unmk :
a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain  oleh  industri,
pertambangan minvak buml dan gas alam, diletapkan sebesar 3% fl,

(tign persen); dan
[n
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b, Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan schesar
1,5% [satu koma lima persen).

Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepulub persen),
Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% [sepuluh persen).
Taril PRIT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (11) huruf & sampai dengan huruf k ditetsplan
sebesar 10% (sepulub persen).

Khusus taril FBJIT atas Jass Kesemian dan Hiburan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (11) huruf | ditetapkan sebesar 40%, jempat puluh persen).

BAB V
CARA PENGHITUNGAN PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAK,
MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Pnsal 7

Besaran pokok PEIT yang terutnng dihitung dengan cara mengalikan
Dasar Pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan
Tarf PBJT schagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Sant terutangnya PRJT dihitung pada sant:

o. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman;

b. Konsumei atou pembayvaran atas Tenaga Listrik;

¢. Pembayaran atau penyernhan atas Jusa Perhotelan;

d. Pembayaran atau penyerahan atas Jass Penyedinan Tempat Parkir;
¢. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan,
Masa Pajak untuk PBIT ditetapkan untuk jangka waktu | {sam) bulan
kalender bagi Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
vang terutang berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajuk maupun
yang ditetaphkan secara jabatan,

PBJT vang terutang dipungut di wilayah Dacrah lempat penjuslan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakulkun.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 8

Contoh penghitungan PBJT atas Penjualan dan/atau penyerahan

Makanan dan/atsu Minuman adalah :

a. Kelunrga A makan dan minum di ssbunh rumah makan B dun
membayur scbhesar Rpl20.000,- belum termasuk pajik.

b. Cara penghitungan pajaknya .

Nasi putih 3 i (i@ Rp3.000,- : Rp 9.000.-
Than l:urnng ml?@ Ep"lﬁ W, = Hp 490.000,-
- Sayur asam 3 porsi @ Rp$.000,- + Rp 12.000,
- Teh ¢g 3 gelas @ Rp3,000,- : Bp 9.000,-
. Jumlah : Rpl120.000,-
- Pajak 10% : Rp 12,000
Jumlah yang harus dibayar : Rpl32.o00,-

¢, Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pﬂjarl.it sebagaimins
dimaksud pada contoh hurula adalah sebesar Rpl20.000, .
Contoh penghitungan PBUT atas Tenagn Listrik yang berasal dan
sumber lain adalah : :
a. A membavar lagihun listrik dari PLN pada bulan Januan 2024
sebesar RpS80.,000,- belum termasuk pajak.
Dayi vang dimiliks adalah 900 VA. k,/
Berupubuh pajak yang disetorkan Wajib Pajak tersebut? ’
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Dasar pengenaan (NJTL
Pajak vang harus dibayarkan pada bulan tersebut

adalah

adalah ;
a. Sebuah perusahaan A menggunakan terkg listrik yang dihasilkan
sendiri (gensct] secara murni tanpa alat ukur dengan perincian shb:

: taril pajak x dasar pengenaan
: 10%

: RpSR0.000, -

0% x HpSH0.000 - = RpSK (00,
Maka jumlah tagihan listrik yang harus dibayar oleh Wajib Pajak
adalah . Rp580.000,- + RpSH.000,-

= Rp638.0040,-

Contoh penghitungan PBJT atas Tenoga Listrik yang dihasilkan sendiri

Hargi
Usia Kapasitas | T O59F | om Myals |  Satuan
Penggunaan | (KVA) ?ﬁj’]‘ Pemukaian | Listrik
s | fewn) |
1. | 230 tahun 2635 0,60 a8
2. |21 = 23 3l 0,70 a7 I
| tmhun g .
A|lF = 25 S0 0.70 TS
- l‘-ﬁhl.-ll'l R’P?fﬂr'
.16 - 20 D) 0.75 His
tahun
5168 - 20 500 0,75 B
tahun o
Jumlah 2115 0,70 406 !
l‘.:arn penghitungan pu,[nhnvn -
NJTL = Jumlah biaya pemakaian
- Tarif Pajak = 1,5%
NJTL = kVA x FD x Jam Nyala x Rp/kWh
=2.115 = 0,70 = 408 = Rp730,- = Rpa54.143.375,-
- Pajak yang harus dibaysr

= Rp454. 143,375,

x 1,5% =
b. Sebuah pcrumhmﬂmmugumknn Hauﬂ:m&ﬂmm#mutﬂdlﬂ

Mﬂwﬁmm scbagai beriloat -
Pembangkit. Unit Harga Sa
Kapasitas | Faktor Daya e
dan Tahun (ZVA) (FD) Listrik per kVA
1. | *30 wahun 255 0,60 |
| 2. |26 =30 mhun alal 0,68
3. >30 ahun 11 00|
4. | 21 - 25 tahun 500, 0,70 Rp24.750,
|5, | 16 - 20 tabun 500 | 0,73 |
| 6. | 16~ 20 tahun 500 0,75
T Jumish 2320 06750
Cira penghitungan pujmﬂ
NJTL = Jumlah blaya pemaknian
Tarifl Pajak = 1,5%
- NJTL = kVA x FD x Binys Beban/kVA

= 2.320 = 0,6750 » Rp24.750,- = Rp3B.T58.500,-
Pajak vang harus dibayar
= Rp38.758.500,- = 1,5% = Rp581.377 50

I
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{4) Contoh pmgh!mngm PBJT atas jasa perhotelan adalah :
a. Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha
jasa perhotelan stas jumlah yang akan dibayir aleh konsumen.

b. Cara penghitungan pajaknyn :

- sewn kamar 3 han * Rpd00.000,- :Rp 900.000,-
- cuct selrika ' Rp 30.000,-
telepon ‘Rp  75.000,-
- rEstoran i Rp  125.000,-
. i ‘Rp 0,00
- Jumiah : Rp1.130.000,-
- mervis 10% ‘B 113,000
- Jumiah sebclum pajak t Rpl1.243.000,-
Diskon 5% ‘Rp 62.150,-
- Jumlah setelah diskon . Rpl1.180.850,-
- Pajak 10% ‘Rp_ 118,085,
Jurmnlah yang harus dibayar : Rpl.298.935,-

[ Tn.uu dimaksud dengan dasar pengensan pajak  scbaguimana
dimaksud pada contoh huruf a adalah “jumlah setelah diskon” yaitu

sebessr Rpl, 180,850,
(5) Contoh penghitungan I‘-‘H-H atns jasa parkir adalah :
a. Bebuah tempat wisatn memberlnkukan tarif jasa parkir bag setinp
kenduraan vang parkir di tempat parkir yang discediakan dengan tari

sehagai berikut -
. Kendaman roda dua [sepeds motor) = Rp2.000,-
- Kendaraan roda empat {mobil) = Rpd.000,-

Diketahui jumlah kendarann yang parkir pada bulan Januan 2024
scbanyak 500 kendarsan mda dua dan 200 kendaraan roda empat,
b. Cara penghitungan pma]m:,rn ;
Kendaraan roda dua  : Rp2.000,- = 500 unit = Rp1.000.000,-
- Kendaraan roda empat : Rpd.000,- = 200 unit = Rp800.000,-
- Tarifl pajak jasa parkir 10%
- Pajnk jasa p-u.rkirjing hiarus disetor
= [Rpl.000.000,- + Rp&00.000,-) x 10%
= Rp1.800.000, = 10% = Rp 180.000.-
(6] Contoh penghitungan PBJT stas jass kesenian dan hiburan adalah ;
u. Untuk penvelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud Pessl 3 ayat
{11) burul a sampai dengan huruf k, contoh penghitungan dapat

dijelaskan schagal beriloat .
Hiburan pasar malam
# Tanda masuk per oting : Rp20.000,-
» Pajak sesuai taril 10% . Rp_2.000,-
# Jumlah yang dihayar konsumen : Rp22.0040,-

b. Untuk penyelenggaraan hiburan scbagaimans dimalkcaud Pasal 3 ayat
l:l 1) huaruf |, eontoh penghitungan dapat dijelatkon sebagal berikul;
Usaha diskotek, karanke dan sejenisnya

» Minuman - Rp30G.000,-
# Snack/makanan ringan : Rp100.000,-
# Bewn ruangan L Rpl00.000 -
» Jumilah : RpS00.000, -
» Diskon 5% - Rp 25.000,-
r Jumlah setelah diskon : Rp475.000,-
r Pajak sesuai il 40% : Rpl90.000. -
# Jumlah yang dibayar konsumen « RpAa0, 000, -

c. Untuk penyelenggarann hiburan yang tidak menggunakan tanda
masuk, maks penetspan pajak terutang dihitung dengan mengalilkan |J'/

[
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taril pajak dengan juminh bayar oieh konsumen atau pendapatsn
Imtuf dari usaha sebagaimana contoh benkut :
Pergelaran musik organ tunggal -

» Sewn nmusik 1 Rp2.000.000,-
» Penyanw : Rpl.UGu. .
# Jumlah . Rpd. 000, 000, -
» Pajak sesuai tarif 10% :Rp 300.000,-
# Jumliah yang dibayar konsumen : Rp3.300.000,-

- Usahs permaman ketan
# Pendapatan usaha ub, Januari 2024 : Rpd.500.000,-

# Taril pajak 10%
= Pajak yang harus disetor ¢ Rp350.000,-
BAB VT
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Prsal 9

(1} Sistem pemungutan PBJT yang dikenakan kepada Wajib Pujak adalsh
& Sistem Self Assemen! pdalih suatu sistemn di mans Wajib Pajak diber
kepercayvaan untuk menghitung, membayar dan melnporkan sendiri
pajak terutang yang scharusnya dibayar kepada Dacrah;
b. Sisten SKP atau Sistem Ketetupan Pajak Dacrah adalah suatu sistem
di mana Hapendn aknn menetapkan jumiah pajak terutang secary
jabatan pudn awal suatu masa pajuk, dan pada akhir masa pajak
vang bersangkutan akan dikeluariein Surat Ketetapan Pajak Daerah,
(2] Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan sendin pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf [8) menggunakan SPTPD
atau S3PTPD-Online.

BAB VIl
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 10

(1] Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak atou metaporkan
usnhanya kepads Pemerintah Dacrah melalui Bapenda dan/atau UPTH
dengan menggunikan SPOPD atau formulir pendaltaran lainnya, paling
lambat 30 (tiga puluh) han sebelum kegiatan usaha dimulai dan/atau
paling lambat 14 ([empat belas) han sejuk dimulai kegiatan usahanys.

(2) Selanjutnys Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh
Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dan :

a. NPWPD uniuk orang pribudi dihubungksn dengan Nomor Induk
Kependudukan Walib Pajak dimaksud dalam basiz data (projfiing
system) Pemerintah Daerah; dan

b, NPWPD untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha
Waijib Pajak dimaksud dulamn busis duts (profiling sysism) Pemerintah
Daerah

(R ‘.ll"::glh Pajak juga diberikan NOPD, nomor rogistras atau jenis penomoran

vang dipersamakan yang jumlahnya sesual dengan jumlah Objek

F'qiuh:,mtg dimiliki dan/atau didafrarkan olch Walib Pajak.

(4) Ketentuan sebogoimana dimaksud pada ayat (1) dikecusliken untuk
Wajib Pajak Penyedia Tenags Listrik yong berstatus Badan Usaha Milik
Negara dan/atau Badan Usaha Milik Dacrah, N

[y
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(5] Dalam hal Wajib Pajak schagaimana dimaksud pada avat (1) udak
melaporkan dan mendaflarkan scndini objek pajak atau usahanyva,
Bapenda akan mendaliarkan usaha Wajib Pajok dan menerbitkan
NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki
oleh Daerah.

5] Pendaftaran usaha achagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
schagai berikut :

a. Wazib Prjak mengambil, mengisi, dan menandatangani SPOPD wau
formular pendaftaran scbagaimana dimaksud pada avat (1) vang
disediakan oleh Bapenda dan/atau UPTB.

b. SPOPD atau lormular pendaiaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(& hurif & wafib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan
ditandiatangani oleh Wajib Pajak, dan disampaikan kembali ke
Bapenda dan/atau UPTH dengan melampirkan :

1. Folokopi identitas din pengusaha/ penangeungiawab/ penerims
kuasa (KTP, SIM, Paspor, dan sejenisnyal;

Fotokopi surat izin usaha/surat izin usaha perdagangnn,/surat

keterangan usaha, jika ada;

. Fotokopd suratl keterangan domisill tempat usaha, jika ada;

. Folokopi akie pendiran perusahaan, jika ada;

. Burat kunsa bermaterai apabila pemilik,/ pengusaha/ penangguing
jawab berholongan atsu dikuosakan dengan disertai Folokopi
KTP/SIM [ Paspor atau identitas dirt dari pemberi kuasa;

6. Menandatungant surat  pernyatasn  siap  dipasangkan - alal
pendukung Sistem  Informasi  Manajemen  Pelaporan  Data
Transaksi Usaha Secara Online berupa media pengawasan online
atou alol sejenisnya,

7. Terhadap penenimann berkas pendaftarun, Bapenda dan/amu
UPTA memberikan tanda terima pendaftaran.

[7) Bagi Wajib Pgjek yang telah mendaftarkan usahanva se
dimaksud pada ayat (6], Bapenda menetapkan NPWPD dan Wajib Pajak
berhak menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data
Transaksi Usaha Secara Online.

(8] DBagi Wajib Pajak vang tidak menginmkan atau menyampaikan kembali
SPOPD atau formulir pendaftaran sebagaimana dimalesud pada ayat (B),
miaku Bapenda menctapkan NPWPD secara jnbatan.

(% Bentuk dan Tata Cara penggunaan Sistem Informasi Manajemen
Pelaporan Dals Transaksi Usaha Secarn Online diastur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati,

(10) Untuk objek pajak hiburan berupa pertunjukan organ tunggal yang
disclenggarakan di tempat umum, sehelum dibenkan ijin keramaian
oleh pihak yang berwajib (kepolisian danfatun apamt desa fleelurahan
[kecamatan) wajib membayar pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh
persen) ke Kas Dacrah di Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang
telah ditetapkan Bupati.

=
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Pasal 11

(1) Bapends dan/atau UPTH wajib melakukan pendataan Wajib Pajak dan
Objek Pajak terhadap pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usala yang
belum dan/atou tidak terdaftar, dan Bapendn berwenang menetapkan
pemilik [ pengelola [/ penanggungiawab usaha sebagui Wajib Pajak

sccarg jabatan.
fun
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(2] Terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar, baik yang mendaflarkan
dan/atau melaporkan sendiri, maupun yang ditetapkan secars jabatan,
Bapendn menerbithan :

a. Sural Pengukuhan schagai Wajib Pungur Pajak Daerah dengan
sistem pemungutan pajak vang dikenakan;

b Sural Penuniukan sebagai Pemilik [/ Pengelola | Penangung Jawab
usaha Wajib Pajak:

¢, Kartu NPWPD; dan

d. Maklumat.

14 Terhadap maklhumat, Wajib Pajak wajib memasangnya di tempat usaha
pada tempat vang mudah dan dapat dilihat aleh konsumen / pengunjung.

Pagal 12

(1) Bapenda sccara jabatan dan/otau atas dasar permohonan Wajib Pajak
dopat melakuksn pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajuk,
penonakifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamukan dalam hal Wajib
Pajak udak lagi memenuhi persyaratan subjektifl dan objektil,

(&} Bapenda setelah  melakukan pemeriksaan  harus  memberikan
keputusan atas permohonan  pencabutan, penonaktifan  atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan dalam jangka waktu 3 itiga} bulan
scjak tanggal permohonan diterima secars lengkap.

(3 Bapenda melakukan pencabutan, penonaktifan dan fatu penghapusan
sebagaimana dimaksud pada avat {1) apabila ;

a. Diajukan permohonan penghupusan NPWPD oleh Wajib Pajak
dan/atau ahli wansnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektil dan/atau objektil sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundeng-Undangan Perpajakan Daerah;

b. Wajib Pajak berupa badan dilikuidasi karens penghention atou
penggabungan usaha;

€. Wajib Pajak menghentikan kegiatun usahanys; atay

d. Duanggap perlu olch Bapenda untuk menghapuskan NPWPD tersebul.

(4) Dalam hal keputusan scbagaimana dimaksud pada avat (2) udak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu J (tiga) bulan, permohonan
Wajib Pajak dianggap disetujui.

{5 Pencabutan, penonaktifoan dan/atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain vang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakuksn scpanjang Wajib Pajak :

A Tilak memiliki tunggakan Pajol; dan

b. Thlak sedung wieigajukan upaya bukum berupa keberatan, banding,
gugatan, atau peninjauan kembali.

BAR IX
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 13

{1} Berdasarkan SPOPD Bapenda menetapkan beésarnyn pajak lerulang
dalom suatu masa paak sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku dengan meperbitkun SKPD atau k/
dokumen lain yang dipersamakan,
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(4] Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
Jumlah pajak yang terutang lebih besar dard jumilah pajak yang dihitung
berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak se bagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat menctapkan pajak terutang
dengan menerbitkan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan,

(3 Dalum hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran =chagaimann
dimaksiud pada Pasal (%), Bapenda dopat mencrbitkan SKPD atiau
dokumen lnin yang dipersamakan atas pajak terutang secars jabstan
berdasarkan data yang diperaleh atau dimiliki Daerah.

(%) Pajak terutang untuk jenis pajak sebagalmuns dimaksud pada ayat (1),
ayat (2], dan ayal (3) ditetapkan paling luma 5 (lima) tahun sciak
lerutangnya pajek.

(3) SKPD yung diterbitkan meliput] ;

n, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

b. Burut Ketetapan Pajak Daerah Kurung Bayar Tambahan (SKPDKET);
¢. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar (SKPDLB); dan

d. Burat Ketetapan Pojak Daerah Nihil (SKPDN),

Pasal 14

(1] Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bapenda
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

I. Apabili berdasarlan hasil pemcriksaan dan keterangan lain,
pajak terulang yang kurang atau tidak dibavar;

2. Wajib Pajok tidak menyampaikan SPTPD kepada Bapenda dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis
namun  tidak disampaikan pada waktunya schagnimana
ditentukan dalam surat teguran;stay

4. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban SPTPD, pajak terutang
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKET, apabila ditemukan data baru dan /atau data yaung seniils
belum terungkup vang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang lerutang.

¢, SKPDLD, apabila Ieidasarkan pemerikszan terdapat kelebibun
pembayaran pajak oleh Wajib Pajok.

d. SKPDN, apabila juminh pajak yang terutang sama besarmya dengan
jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak,

(4] Jumlah keleurangan pujuk yung terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimukesud pada ayat (1) huraf {a) angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi
administratil berupn bunga schesar 1.8% gty koma delapan persen)
per bulun dari pujak yang kurnng atau terlambat dibayar, dihiteng sejak
sl terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub
einipat) bulan serts bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

I3} Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratil berupa
bunga sebesar 2,2% |dua koma dua persen) per bulan dari pajak yang
kurung stau terlambat dibayor dihitung sejak sant terutangnya pajoak
otau berakhirmya masa pajak sampai dengan diterbitkannva SKPDKB
untuk jangka wokiu paling lama 24 [dua puiuh empat) bulsn sertn
begian dan bulan dihitung penub | (satu) bulan, dan ditambahkan
dengan sanksi ndministratif berupa kenaikan pajak sebesar 50% (lima F',
puluh persen) dari pokok pajink yang kurang atau terlambat dibayar,

%
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(4] Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagnimann
dimaksud pada avat (1) hurof b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan pajak scbesar 100% (scratus persen| dari jumlah kekurangan
pajak yang ferutang

[9) SKFDKB scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dan SKPDKBT
scbagnimans dimsksud pads syvat (1) hure! b wajh dilunasi dalam
Jangha waktu paling lama 1 [satu] bulan sejuk tanggal diterbitkan.

Pasal 15

(1} Pajak terutang dihitung secara jabatan sebaguimans dimsksud pada
Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3 adalah penetapan besarnyn pajak
terutang dilakukan oleh Rapenda berdasarkan data vang ada atau
keterangan lain yang dimiliki oleh Daerah.

(2] Penelapsn pajak secarn jabatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dapat dilakukan apabila :

a. Wajlb Pajak tdak menyelenggarnkan pembukuan dan pencatatan
omzet usahanys;

b. Wajiby Pujuk menvelenggurakean pembukuan dan pencatatan tetapi
tidak lengkap dan/atau tidak benar;

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukan pembukuan dan/atau menolak
untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada
sant dilabulan pemeriksaan;

d. Wajib Pajak tidak menggunaksn nota penjualan, struk kas register,
atau bill yang berseri dan bernomor urut; dun/atau

e. Wajib Pajak tidak menyvampaikan SPTPD.

(4] Scbelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, Bapenda telah
melakukan  prosedur pemeriksaan  sesual  ketentuan  Peraturan
Perundang-Undengan yang berlaku.

(4] Penetapan pajak secara jobotan dapat didesarkon peds dots omzet yang
diperolch melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cars/metode
pemeriksann dengan tahapan prioritas sebagai berikut
#. Berdasarkan hasil kas opname;

b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha
Wajib Pajuk;

¢. berdasarkan data pembanding.

i5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada nyat (4]
hurufl o dilukukan sesusi prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-
kurangnyn sebanvak 5 (lima) kali kuniungan dengan wakiu dan hari
yvang berbeda.

{6) Hasill kas opname scbagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakad
‘achagni nilni omzet per hori yang merupakon nile: mata-rate dan
kescluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

(7] Pemeriksaan berdasurkon hasi] pengamatan langsung di lokas: tempat
usnha Wajibh Pajak =mebagaimana dimaksud pada evat (4] hurdf b
dilakukan dengan uji petik sckurang-kurangnya 5 {lima) kali sesusi jam
operasi baik sccara terus-menerus maupun bersclang,

(8) Berdasarkan hesil pengamatan langsung scbugnimuna dimaksud pada
avat [7], oamzet / penerimaan ditaksic dan dihitung berdasarkan rata-rata
pengunjung dan/atau konsumen per hart dan raui-rala lesarnva
pembaynran yang dilakulan pengunjung dan /atau konsumen.

M
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%) Pemeriksaan berdasarkon data pembanding sebagaimana dimaloeud
pada ayat (4) huruf ¢ dilakukan dengan carn membandingkan kondim
usaha Wajib Pajak dengan kondisi ussha sejenis ntau sekelas antara
Imin fasilitas, kapasitas, klasifikes: lokasi usaha dan lain-isin secara
proporsional, atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang
diperiksa dengnn tahun atau bulan sebelumnyva.

10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh
berdasarkan data vang ada di Bapenda atau sumber lain vang dapat
dipercaya.

Bap X
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pagal 16

1] PBJT dipungut dengan Sistem Self Assessmen! yang meberikin
kepercayaan kepada Wajlb Pajak untuk menghitung, membayar dan
melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya diboyar kepada
daerah.

(2] Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan sendirl pajak terutang
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD atau SPTPD-
Online.

Pogal |7

(1] Seunap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap,
dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pensnggung Pajak serins
menyampaikannya ke Bapenda paling lambat 15 (hma belas) hari kerja
setelah berakhirnya masa pajak.

(2) SPTPD schagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib
Pajuk atau Peranggung Pajok &f Bapenda otou Pihak Bapends yang
menyernhbun secarm langsung kepada Wajib Pajak atayu Penanggung Pajak.

(3] SPTPD berisikan data omeet penerimaan bruto, dan besarnya pajak vang
disetorkan.

(4] Apabila batas wakiu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) jatuh pads han libur, maks batos waktu penyampaian SPTPD
jatuh pada | [satu) har kerja berikutnya.

15) SPTPD sehagnimann dimaksud pada avat (1) yang tidak disampaikan
oleh Wajib Pajak ke Bapenda akan diberikan surat teguran,

(6] Bagp Wajib Pajak yang tidak memyampaikan SPTPD sebagaimana
dimaksud padu ayat {5), maka ditetapkan secara jabatan 7 (tujuh) hari
sciclah suratl teguran,

[7] Bentuk dan isi SPTPD sebageimana dimaksud pada ayat (1] sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlalm

(8} Bentuk dan isi surat teguran sebagaimann dimaksud pada ayat [5) sesuni
dengan ketentuan Peratursn Perundang-Undangan vang berlaku.

Pasal I8

(1} Bagi Wajib Pajak vang dipasangkan alat pendukung Sistem Informasi
Muanajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Secarn Online berupa
media pengawasan online atau alat sejenisnya, dapat menyampaikan
SPTPD sccarn sistem onbine denpgan menggunakan Sistem Informasd
Manajemen Pelaporan Dota Transaksi Usaha Secara Online [SPTPD- F
Online|

7%
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Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD-Online dengan benar, jelas,
lengkap dan dikirim secara online ke Bapenda paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah bernkhirmya mass pajak.

SPTPD-Online schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat [2)
dnggap sudah dikiim ke Bapenda jikn dikirim melalui Sistem
Informisi Manajemen Pelaporan Dala Transaksi Usahe Secarn Online
atau tempat yang disediakan dianggap sah jika pajak sudah terbayar,
SPTPD-Online berisikan data omzet penernmaan brolo dan besarmys
pajalk vang disetorkan.

Apabiln batas waktu penyampaian SPTPD-Online jatub puds hari libur,
maka batas waktu penvampalan SPTPD-Online jatuh pada 1 (satu) han
kenja berikutnyva.

SPTPD-Online scbagnimana dimaksud pada avat (1) vang tidok
disampaikan oleh Wajib Pajak ke Bapenda diberikan surat teguran
scbagaimana mekanisme SPTPD yang berlaku.

Bentuk dan tata cara SPTPD-Online diatur lebih lanjut dengan
Reputusan Kepala Bapenda.

Pasal 19

Berdnsarkan permohonan Wajib Pajak, Bapenda dapat membenian
perpanjangan jangks waktu penvampaian SPTPD paling lama 7 {tujuh)
han kerja.

F:mfnm perpanjangan penyampaian SPFTPD sebageimans dimaksud
padn ayat (1) digukan secara tertulis disertai dengan alosan yung jelas 5
(lima) hari schelum berakhirnya batas waktu penyampaun SPTPL.
Dalam jangka waktu 5 (limu) han scjak permohionan diterima, Bapenda
harus membenkan keputusan atas permohonan lersebut, Jika sampal
batas waktu yang ditentukan belum ada keputusan, maks permohonan
dianggap diterima dan disetuju.

Pasal 20

Wujib Pajak dengan kemauan sendin dapal membetulkan SPTPD yang
telah disampaikan, dengan mengajukan surat pernyataan tertulis
kepads Bapenda, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan,
Dalam hal Wajib Pajuk membetulkan scndiri SPTPD sebagrimana
dimaksud pado ayat {1) yang mengakibatkan utnng pajak menjad: lebih
besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
[dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
scjak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal
pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 21

Pembuayvaran pajek terutang harus dilokuken sckoligus atau lunas ke
Kas Dasrah melalui Bendahara Penerima atau tempat lam  yang
ditunjuk, paling lambat 10 {sepulub) harl kerja setelah berakhirnya
masa pajak dengan menggunakan SSPD.

Pembayaran @tau penyetoran pajak schagnimana dimaksud pada aynt
(1) dapat dilakukan melalui pembayaran tunal dan/atau non tuna
melalui system pembayaran berbasis elektronik.

[l
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(1 Apabila batas wakiu pembavaran jatuh pada han libur, maks batas
waktu pembayaran jatuh pada har kerja berikutnym.

(4] Penerimaan pajak harus disetor ke Kas Dacrah paling lambat 1 = 24 jam
atou dalam wakiu yang telah ditentukan oleh Bupati,

{5) Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
wiktunyn sebagnimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
administratiil berupa bungs sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk
Junghka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serts bagan
bulan dihitung penuh 1 {gsam) bulan dengan menggunalan STPD.

Pasal 22

(1) Pajak terutang dalom SKPDKB, SKPDKRT, dan STPD wajlb dilunasi dalam
Jongka waktu paling lama 30 (bga puluh) han sejak tangeal diterbitkan.

{4) Pmak terutang dolam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh  tempo pembayaran  seboagaimans
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanks: admimisiratif berupa bunga
sebesar 2% ([dua persen) per bulan.

BARB XTI
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 23

(1) Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelabh memenuhi persyaratan
vang ditentukan, dapat memberikan persetujuan unfuk mengangsur
atau menunda pembeyeran pajak yang terutang dalam SKPDKRB,
SKPDEBT. utau 8TPD dengan dikenakan bunga scheaar 0,6% [nol koma
enam persen) per bulan untuk jangka wakiy paling lama 24 {dua puluh
empat} bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 {satu).

{2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundsan pajak terutang
dilakukan schagai beriboun :

#. Wajib Pajak yang akan melakukan pembavaran secara angsuran
maupun menunds  pembayaran  pajak, harue  mengajukan
permoehonan pecars tertulia kepada Bapenda dengan disertad alasan
yang jelas dan melampirkan fotokop SKPDKH, SKPDKBT, atau STPD
vang digiukan permobionannya;

b. Permohonan sebagaimana dimeksud pada huruf a harus sudah
diterima paling lama 7 [tujuh) hari sebelum jatub tempo pembayaran
vang ditentukan;

¢. Permohonan sehagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan
rincian utang pajak untuk masa pajak yvang bersanghutan disertasd
nlasan yang mendukung dinjukannys permohonan;

d. Permohonan  pembayaran  angsuran | maupun  penundaan
pembaynran yang telah  disetujui ditusngkan dalam  Surat
Keputusan, balk sumt Kepulusan pembayaran secarn angsuran
maupun penundsan pembayaran, setelah dilakukan telaah terlebih
dahulu aleh hidang yang menangani;

e, Persetujusn terhodap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pado
huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam surat permyataan bermaterat
olech Wajib Pajak;

. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kall
angsuran dalam jangka waktu 5 (lima} bulan terhitung sejak tanggal
surat keputusan angsurin;

g Pemberian angsuran tidak menunds kewajiban Wajlb Pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak benalan;

[y
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h. Penundaan pembayaran diberikan puling loma 4 (empat] bulan
terhitung mulai tanggal jatuh tempe pembayaran yang lermuost
dalam SKPDKB, SKPDEBT, dun STPD;

I. Pembayaran angsuran atsu penundsan pembayarun dikenakan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan;

1- Perhitungan untulk pembayaran angsiran adalah schagai berikut ;

1. Perhlatungan sanksi bunga dikenakan hanva terhadap jumlah sisa
TN R
pajak yang belum atou akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumish pajak
terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;

4. Bunga adalah hasml perkalian antars jumlah sisa angsuran
dengun bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);

9. Besarnya jumlsh yang harus dibayar Gap bulan angsuran adalah
pokok pajek angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0 6% (nol
koma enam persen).

k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibavar tisp bulan tdak
dapat dibayar dengan angsuran lag, tetapi harus dilunasi tiap bula;
I. Perhitungsn untuk penundaan pembayaran adalah sebagni berikeut:

I. Besarnya bunga pajak terutang yeng akan ditunda, yaitu has|
perkalion antarn bungn 0,6% (nol koma enam persen) dengan
jumlah bulsn vang ditunda, dikalikan dengan selurub jumlah
uiang pajak yang akan ditunda;

2. Besarmya jumlah yang harus dibayvar adalah seluruh jumilah
utang pajak vang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6%
{nol kama ennm persen) perbulan;

3. Penundaan pembayurun hearus dilunasi sekaligus paling lambat
pada sant jatuh tempo penundasn yang telah ditentulmn dan
tidak dapat diangsur,

m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran, tdak dapat mengajukan permohonan
pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAD X111
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24

Dalam jangka wakiu paling lama 5 (lima) tshun sejak terutangnys pajak,

Bupati atou Bapenda dapal menerbitkan STPD fika

a. PRIT dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b, Dari hasil penelitian SPTPD terdapst kekursngsn pembuyaran
schagai akibat salah tulis, salah hitung, ato kesalahan administratif
lainnya oleh Wajib Pajak;

. SKPDKB, SKPDKBT, Surut Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, don Putusan Banding vang tidek atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajnk dikenakan sanloi asdministratif berupa denda dan fatsu bung.

Jumlash kekurangan pajk yvang terutang dalam STPT) sebagaimana

dimaksud pada avat (1) hurmf a dan huraf b ditnmbah dengan sanksi

administratif berupa bunga scbesar 1'% |satu persen) perbulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak serta
bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) butan.
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[3) Jumlah kekuringan pajak vang terutang dalam STPD sebagaimana

(1

(2}

dimaksud pads ayet {1) huruf ¢ ditumboh dengan sanksi administratil
berupa bunga sebesar 0,6% [nol koma enam persen) perbulan untuk
paling lnma 24 {dua puluh empat) bulan seink saatl terutang pajak serta
bagian bulan dihitung penuh | (satu) bulan.

Pasal 25

Penugihan pajak dilskukan terhadap pajak yang terutang dalam
SKPDEB, SKPDEBT, 8TPD, Sumt Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, don Putusan Banding yang tidak atau Kuring

dibayar setelah jatuh tempo pembavaran,

Tahapan pelaksanasn penagihan pajuk terutang yang tidak atau kurang

dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, distur sebagai berilout |

o, Bapenda menerbitkan dan menyampalikan surat leguran atau surat
peringatan atau surst lain vang sejenis kepada Wajib Pajak dalnm
waktu sekurang-kurangnya 7 [(ujub) han setelah berakhirmya
tanggel jatuh lempo pembayaran yang tercantum dalam Sumt
Ketetnpan Pajak, Sumi Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding;

b. Dalam hal Wajib Pajak belum melunasi utang pajak melampaui batas
waktu yang ditentukan dalam surat schagaimana dimaksud pada
hurul &, Bapenda menerbltkan Surat Paksa kepada Waiib Pajak atau
Penanggung Pajak dalam jangln woktu 21 (dua puluh sstu) hari
setelah surat teguran diterima Waiib Pajak dengan membuat Berita
Acara Pemberitnhuan Surat Paksa;

c. Dalam hal Wajib Pajak tidak melunast utiung pajoknys sebegaimana
dimaksud pada hurul b, Bapenda menerbitkan Surat Perintah
melaksanakan penyitean, dan pelaksanasan penyitaan atas
barang/assct mibk Wajib Pajak tersebut dilakukan obeh Jurusita
Pajuk dalam waktu paling singkat 2 = 24 (dua kali dua puluh empat)
jam  setelah  pelaksanaan/pemberitahuan  Surat Paksa dengan
membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitazan;

d. Hopenda menerbitkan Surat Pencabutan Sitn dan disampaikan
kepada Wajlb Pajok, apabils
1. Wajib Pajak atau Penangpung Pajak (elah melunasi utang pajak

dan biaya penagihan pajak;
2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
J. Ditetapkan loin dengan Keputusan Bupati.

e. Dalam hal utang pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitann
schagnimana dimaksud pada huruf ¢ Bapenda berwenang
melnksanakan penjunlan secara lelang terhodap barang yang disita;

f Bapenda melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang terhadap
harang Wajib Pajak yang digita, melalul modin massa dan/ateu media
online dalam waktu 14 [empat belas) hari sejak dilakubcan penyitaan;

g Bapenda melaksanakan penjualan barsng hasil sitaan milik Wajib
Pajak secarn lelang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang:
Undangan yang herlako dalaom waktu 14 jempat belas] han techitung
sejak pengumuman lelang,

h. Hasil lelang dipergunakan teriebih dahulu untuk membayar binya
Penagihan Pajuk, dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang
belum dibavar;, dan F

[ ko
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i. Lelang tidak dilaksanakan spabila Wajib Pajak telah mejunasl utang
pajak dan bioya penaghan pajak, otou berdasarkan putusan
pengadilan atay putusan pengadilan pajak atau objek lelang
musnah.

{3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Patak tidak mengakibatkan penundaan
pelakssnasn penaghan pajak dengan Suret Paksa,

(4} Pelaksanaan peragihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan
penundaan  hak Wajlb Pajak mengajukan  keberntan  pajak  dan
mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanks: admimstratl.

Pasal 26

(1} Penaghan paek dapat dilakukan sekettka dan sekaligos tanpa
menungeu uiuh tempo pembayaran scbagaimana dimaksud pada Pasal
24 ayat (1), epabila :

n. Wajib Pojok atau Penanggung Fojak akon meninggallion Indonesio
untuk sclama-lamanya atau bernial untuk itu;

b, Wajib Pajak aiau Penanggung Pajak memindahkan barang vang
dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegintan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanys, menggabungkan usahanya awu
memekurkan usahanva, atau memindahtungankan usaha vang dimiliki
atau dikuasainyn, atau melakukan perubahan bentuk lainnys;

d. Badan ussha akan dibubarkan oleh Pemenntah Pusat atau
Pemerintuh Daerah; atau

e. Terfadi penyitann atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
oleh pihak keuga, atau terdapal tanda-tanda kepailitan.

(4} Dalam rangkaan proses pelaksanaan penagihan, terhadap Wapb Pojak
atau Penanggpung Pajak vang tidak menunjukan itikad baik melunasi
utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

(3] Pencegahon dan/atau penvandersan terhadap Wajib Pajnk  atau
Penanggung Pujak tidek mengakibatkan hapusnya uteng pajek stau
terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

(4)  Pencegahan dan/atay penyanderaan sehagaimana dimaksud pada avat (2]
dan ayal (3 difakukan sesuail ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27

(1] Wajib Pajuk diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan, sesusi dengan kaidah akuntunsi stwu pembukuun yung
lazim dalam mencatal penerimaan dan pengeluaran usaha,

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) diselenggarakan
dengan scbaik-baiknyn dan harus mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha sebenarmya.

(3] Pembukuan atau pencatatan sebsgaimans dimoksud pada ayar (1)
paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar rv'

depat dihitung besarnya pajak yang terutang,
) A
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Pembukuan dimaksudban untuk mempermudah Wajib Pajok dalam
mengelola usahanya dan sckaligus membantu Bapends dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usahs Wajib Pajak
gunia mengeiahul  jumlah peredaran/omeet yang menjaildi  dasar
pengenaan pajak untuk sctiap masa pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukan pembukuan pada saat
pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan
secara jabatan,

Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bon bill yvang
berhubungan dengan usaha Wajib Pajak termasuk dokumen hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
secara program aplikasi onling harus disimpan selama 5 {lima) tahun.

Pasal 28

Bupati atau Bapenda berwenang melakukan pemerksann untuk

menguji  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  menjalankan  kewajiban

perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan mengenai pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuban  kewajiban

perpajakan scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) dilakukan dalam hal :

i, Wajib Pajak mengajukan pengembalian aimu kompensasi kelebihan

pembayaran pajak;

b. Terdapat keterangan lan berupa data konkret yang menunjukan
bahwa pajak yang lerutang tidok stau kurang dibavar; atau

. Wajib Pajak vang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain scbagnimana dimaksud pede ayat (1)

dilakulan untuk :

#. Pemberian NFWPD secara jabatan;

b. Penghapusan NPWPD;

r. Penvelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. Pencocokan data dan/atau alal keterangan; dan /atau

¢. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagiamana dimaksud pada ayat (3)
meliputi  penentuan, pencocokan, slau pengumpulan materi  yang
berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara :

. Pemeriksaan Lapangan; dan

b. Pemeriksaan Kantor.

Permneriksdun lupangan dilakokan dengan cars . _

a. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai
bukti pelunasan kewajiban perpajakan;

b. Memeriksa bulw, catatan dan dokumen pendukung lainnys
termusuk keluaran dari medin komputer dan perangkat elektronik
pengalah data lainnya;

c. Meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keliaran dari medin komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnys, dengan bukt anda terima;

d. Meminta keterangan lisan dan/amau tertulis dari Wajib Pajak yvang
diperilosa,

c. Memasuki tempat atau ruangan yang didugn merupakan tempst
menvimpan dokumen/uang/barang yang dapat member: petunjuk
tentang keadnan usaha wajib pajak danfatau tempal lnin yang
dianggap penting scria melakukan pemeriksan ditempal tersebuy

[
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. Melakukan penyegelan tempat atau ruangsn tersebul sebagaimana
dimaksud pada huruf e apabila wajib pajak atou wakil atau kuasanya
tidak memberikan kesempatan  untuk memasuld tempal  atou
ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempal pada saatl pemeriksaan;

g Meminta keterungan dan fatau bukti yang diperiukan dari pihak ketiga
yvang mempunyal hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

(7} Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara

i, Memberitnhukan agar wajib pajak membawn tanda pelunasan pajak,
buku, catatan dan dokumen pendulcung lainnva termasuk kelusran
dari media komputer dan peranghat elektronik pengolah dats lainoyo:

b. Meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dar media komputer dan perangks! elektronik
pengolah data lainnva;

c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lalnnya
termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya;

d. ﬂlmmnnkm keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak vang

iperik;

e Meminta keterangan dan/atau bukti vang diperiukan dan pihak ketigs
yang mempnya hubungan dengan wagih pajak yang diperilesa.

{8} Dalam pelalsanann pemenioaan, Wajib Pajak yang diperiksa berhak unruk
o, Memints identitas dun bukdi penugasan pemerilousan kepada pemerikosa;
b. Meminia kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang

alasan dan tujuan pemenksaan; dan
c. Menerima dokumen hasil pemeriksann sérta memberilan tanggapan
atou penjelasan atas hasil pemeriksaan.

Pusal 29

Untulk tertibnya pembukuan dan pemenksaan, Wajib Pajak [ Objek Pajak yang
menggunakan sistem diwajiblan untuk memiliki bentuk pengawasan kKhusus
berupa sistem ving terntegrasi dengan data server/dutabase pembayvaran dan
Swlemn Informasi Munuemen Pelaporun Dain Transaksi Usaha Secaru Online
vang borada pads Bapenda, yang berfungs: uniuk melakukan pengawasan
dan pelaporan data transaksl secara online kepada Bapenda, berupa media

transaksl secara online vang dapa! digunakan sebigal sumber
data pemeriksaan dalam pmses perpajakan daerh.

BAH XV
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 30

{1) Wajib Pajuk dapat mengajukan keberatan kepada Bupat atou Hapendn
alas scsualu lenlang -

SPTPD;

. BKPDy;

SKPDKH,

SKPDKBT;

SKPDLB; dan

. SKPDN.

(2] Keberstan diajukan secara tertubs dalam bahasa Indonesin dengan
disertal alasan vang jelas. I"’

[y
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(3] Kcberntan harus dinjukan dalam jangiks waktu paling lama 3 (riga) bulan
scjak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjulan
hahwa jangkn waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di [uar
kekuasannnya (keadaan kahar).

4] Keberntan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak
terutang sebagaimana dimalksud pada svat (1) paling sedikit sejumiah
vang telah disetujui Wajib Pajak.

(5] Keberstan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayar (1), ayat {2), ayat (3) dan ayat (4] tidok disnggap sebagoi Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6] Tanda penerirmaan surat keberatan yang diberikan Bupati awu Bapenda
kepada Wajib Pajak, atay tanda pengiriman surat keberatan melalii
sural pos atau melalui media lainnya lercatat scbagnl tanda bukti
penerimann surat keberatan.

Pagal 31

(1} Bupatl dalam jangka waktu paling lama 12 [dua belas] bulan scjak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memben kepuiussan atas
keberatan yang diajukan.

(2} Dmlam memberikan keputusan scbagaimans dimaksud peda ayat (1),
Bupati atau Bapenda dapet melakukan pemeriksaan.

{3} Keputusan Bupatl atas keberatan dapat berupa
. Menerima seluruhnye dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil

penelitian dan pemerikssan sama dengan pajak yang terutang
menurut Wajib Pajak,

b. Menerima sebagian dalam hal pejak terutang berdasarkan hasil
penclition dan pemeriksaan sebagian sama dengan pajnk yang
terutang menurol Wajib Pajok;

. Menolek dulam hal pajak terutang berdasackan hasil penehtan dan
pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang dalam sural
keputusan ketetapan vang dinjukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. Menambah besarnva jumlah pajak vang terutang dalam hal pajak
terutang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan lebih besar
dari pojak yang terutang dalam surat Kepulusan /ketetapan yong
dinjulnn keberatan oleh Wajib Pajak.

() Dalam hal pengajuan kebermtan pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak  dikembalikan  dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol Koma enam porsen) per
bulan dihitung dar pajak vang lebih dibayar untuk jangks waktu paling
lama 24 (dua puluh empat]) bulan serte bagian dari bulun dihitung
ey | [sati) Lialaii,

5] Imbalan bunga sebagmimana dimaksud pada ayat ($) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Kepurusan Keberatan

{5} Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabullkon seboginn, Wajib
Pajak dikenai sunksi adminstratf berupa denda sebesar 30% (tga pulub
persen) dard jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayur sebelum mengajuksn keberatan.

7] Apabils jungla waktu scbaguimens dimaksud peds aval (1) telub
terlampaul dan Bupali tdak memberi suatu keputusan, maka
keberatan vang diajukan tersebut diangap diterima / dikabulkan,

(8] Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, janghka waktu pelunasan
ntas juminh pujak yang belum dibeyvar pada sant pengajuan kebernton
tertungguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Kepulusan Keberatan, ‘
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(9] Jumlsh pajuk vang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatun tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 32

(1) Wajibh Pajak dapat mengnjukan permohonan banding hanys kepada
pengadilan pajak terhadap keputusan keberstannya yang ditetapksn oleh
Bupati dalam jangka waktu paling lama J [tga] bulan sejak keputusan
diterima dengan dilampin salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2} Permohonan banding sebagnimana dimaksud pada ayat (1) disjuban
secara termulia dalam bahasa Indonesia disermal dengan alasan yang jelas.

(4] Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan | (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

[4) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnyi,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bungn sebesar (6% (nol koma enam persen) per bulsn dihitung dar
pajak yung lebih dibayar untuk jangka walktu paling lama 24 (duas puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

{5 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada aynt (4] dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannys Putusan Banding,

(6) Dalam hal Wajib Pojok mengojukon permohonon banding sanksi
administratil berupa denda sebesar 30% fugn pulubh  persen)
sebagrimans dimalksud pade Pusal 29 aval (6) tdak dikenakan.

(7] Dualwm hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wasib
Pajak dikenal sanksi administratil berupa dendas sebenar 60% (enam
pulub persen) dari jumlah pajoak berdasarkan pulusan banding dikurang
dengan pajak yang lelah dibavar sebelum mengajukan keberalan

BAB XV1
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
Pasal 33

(1] Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupat! atou
Bapenda dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
SKPDN, atau SKPOLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, krsalashan hitung dan/atau kekeliruan pencrapan peraturan
ducrah tentang PBJT.

(4) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDEB, SKPDKBT, STPD. SKFDN. iitau
SKPDLB sebagnimana dimaksud peda avat (1) dilakukan sebagal berikout
a. Permohonan diajukan kepada Bapenda dalam jangka waktu 3 (tiga

bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebageimonn dimaksud pada
ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keacaan
di luar kekugsaannya (keadaan kahar);

b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKHT, STPL, SKPDN, atau SKFDOLH
schagaimana dimaksud pada ayst (1) dilakukan penelitian
administrasi atay kesalahan tulis, kesalahan hitung, don/otau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Dacrah lentang PEIT,

e, Dulum rungka penelitian scbagaimana dimaksud pada huruf b,
Bapends dapat meminta data, informas;, dan/atau keterangan yang
diperlukan dari Wajib Pajak;

|ty
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d. Apabila dari hasil penelitian sebaguimans dimaksud pada huruf b
ternyaia terdapat kesalahan tulis, kesalnhan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang PEJT. Maka
SKPD, SKPDKB, SKPDEBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB tersebut
dibetulkan schagaimana mestinya;

2. Pembetitlar SKPD, S8KPDER, SKEPDEBT, 8TPD, SKPDN, atau SKPDLEB
schagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak oleh Bapenda;

f. Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan
Pajak sebagaimana dimaksud padas huruf ¢ dalam jangka wakiu
paling lama 6 (enam| bulan sejalk tanggal surat permohonan
pembetulan diterima,

g Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf |
berisi keputusan berupa .

1. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekeliruan vang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang,
maupun sanksi administratil berupa bungs, denda, dan kenaikan
petjak; atau

2. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan
muupun ketoctapan pajak yang dilmksanakan atau diterbitkan
tidak sesuai dengan tatn carn yang ditentukan; dan

A, Menolak permohonan Wajib Pajak.

h. Sumt Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak sebaguimana dimaksud
pada huruf [ harnm sepera dmampaikan kepada Wajib Pajai;

» Wajib Pajak sciclah menerima Surat  Keputusan  Pembetulan
Ketetapan Pajik harus melunasi pajak yang lerutang dalam jangka
witkitu paling lnmbat 15 (lima belas) hari scjak ditcrima;

j. Dengan diterbitkannva Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan
Pajek, maka SKPD, SKPDEB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau
SKPDLB yung semulu menjudi dibutalkon, dan disimpan sebagai
arsip dalam administrast perpajalkan;

k. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atuu SKPDLB semula,
scbelum disimpan schagai amsip schegnimona dimaksud pada hurnaf j,
hirus diber tands silang dan paral serta dicantumkan kata “Dhbatallon”;

I. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka segera diterbithan
Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, SKPDN, atau SKPDLB.

i3) Bupsat steu Bapenda stas permobotisn Wajib Pajek dan/atou karena
jabatannya dapat membetulkan atau membatalkan ketetapan pajik
}'I.ng tidak benar, apabila terdapat

. Novum atau fakta baru wyang beolum torungkap peda wakiu

pemeriksaan  untuk  menentukan besarmnva pajak  torutang,

sedangkan batas wakiu pengajuan pembetulan surat ketetapan
pajak telah terlampaui;

b, Novum atou fakin baru yang belum terungkap disebablean tdak
dipertimbangkannys  pengujusn  kebermtan  atmu  pengajuan
pembetulan surat ketetapan pajak, yokni pengajuan permohonan
melampaul batas waktu vang ditentukan,

{4} Heletapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3} adalah jumlsh
pokuk pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan/atau kenatkan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.

(5) Pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permahonan
Wajib Pajak ditentukan schagai berikut
a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung cleh novum atau fakta bans i‘(

vang mevakinkan sebagaimans dimaksud pada ayat (3],

)
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b. Dalam surat pormohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen

berupa fotokopi :

1. Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;

2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;

3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau
buktl sebagaimana dimakaud pada ayat (3) huruf b;

¢, Pengujuan  permohonan  yang  Udak memenuhi  persyarstan
sebagaimans dimaksud pade hurol a den hurof b udak dapat
dipertimbangksn, dan berkss permohonan dikembalikan kepadao
Wajib Pojak.

(6] Pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak  dilakuksn  sesuai
permintaan Bapenda berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanys
temisan bary.

(7) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagnimana dimaksud pada ayat
(5) dan permintaan/usulan schagaimana dimaksud pada ayvat (6),
Kepala Bapenda menunjuk pefabat untuk membahas pembetulan atau
pombatalan ketetnpan pejole.

(8] Berdasarkan hasil pembahasan pembetulan stau pembatalan ketetupan
pajak n:hamimum dimaksud pada ayvat (7) Bapenda memberikan
keputusan menerims atau menolak pembetulan ketetapan pajak, atau
menerima atsu menolak  pembatalan kt’u:lﬂpn:n pﬂjnk dengan
menerbitkan Suret Keputusan Kepala Bapenda beru
a., Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan Kﬂmpan Pajak; alau
b Surat Kepunuisan Penokaian Pembetulan atau Pembatalan Ketetapan Pajale

|9 Atas diterbitkannya Sumnt Kepuiusan Pembetulan atau Pembatalan

Ketetapan Pojak sebagumana dimaksud pada ayat [8) hurul a, Pejabat

}'ang ditunjuk oleh Kepala Bapenda segera melakukan :

. Pembatnlnn keretnpan pajak yong lama dengan cara menerbitkan
surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap membetulkan atau
memperbailki surat ketetnpan pajak yong lama;

b. Pemberian tuda silang pada sumt ketetapan puajak yang lama dan
sclanjuinya diberi cotatan/kelerangan bahwa surat Ketetapan pajak
*Dibatalkan®, seria dibubahi peral dan nama pejabal yang bersangloutan;

¢. Memenntahkan kepada Wajib Pajak untuk melukukan pembayaran
pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan
pajak yang baru,

d. Terhadap surat ketetapan pajak vang telah dibamlkan sebagaimana
dimaksud pada hurul b, disimpan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

(10) Atas diterbitkannva Surat Keputusan Penolakan Pembetulan atsu
Pembatalan Ketetapan Pajak eebagnimana dimaksud poda ayat (R) huruf
b, make sural kelctupan pajok vang telah diterbithkan dilukuhloan
dengan surat keputusan ini.

BAB XV1!

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 34

(1} Wajib Pajak dapsmt mengajukan permohonan pengurangan dan
pembebasan pajak kepads Bapends yang terdini stas pokok pajak
dan/atau sanksi administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak
sural ketetopan diterima. t(

Iy
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() Permohonan pengurangan dan pembebasan pajak harus disjukan
secara  tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia  seria
melampirkan fotokopl kartu tanda penduduk ateu identitas pemehon,
fotokopl surat  ketetapan  pajak  vang  dimohonkan  dengan
mencantumkan alasan secara jelas.

{3 Awms permohanan pengurangan dan pembebasan pajuk. Bapenda melaloukan
penclitian mengenil berkas permohonan dan kelenpghapan  sebagaimana
dimaksud pada ayal [2) dan hasilnys dibuat Berita Acam Pemenksaan.

4} Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dan pertimbangan, Dapenda
menctapkan  Keputusan penolakan, menerima  seluruhnya  atou
sebagian permohonan Wajib Pajak

5] Permohonan pengajuan pengurangan atau pembebasan pajak tersebut
tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang,

() Awas permohonan pengurangan schagaimana dimaksud pada ayat (1),
atas nama Bupati, Bapenda dapat memberikan pengurangan 50% (lima
puluh persen) untuk kegiatan sosial kemasyarakatan serta agama,
sednngkan untok alnsan ninnyn yong dapat dipentangeungowablian,
dapat diberikan pengurangan 25% (dua puluh lima persen),

Puxil 235

(1] Atas permohonan pengurangan sebogaimana dimaksud pada Pasal 34
ayat (1) Bapenda dapat memberikan pengurangan setinggi-tUngginya
25% |dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang,

(2] Pemberian pengurangan pajak scbagasimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan  berdasarkan alasan  yong  benar-benar  dapat
dipertanggungiawabkan.

(¥ Persviarolon dan keiterio/alasan  pengurangan akan dintur dengan
keputusan Kepala Bapenda.

Hasai 36

Dalam keadsan kahar (force majeun) terhadap Wajib Pajak yvang berdomisili,
bertempat  kedudukan, dan/atau memiliki tempar kegiatan usaha yang
t::k:undnmplkdn.pnldlk::unﬂknndun pengenaan sanksl administrasi atas
keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak dan/atou utang pajok
dolam jangka waktu tertentu vang ditetapkan dengan keputusan Dupati,

RBAB XVl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 37

{1} Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian  atas
kelebihan pembavaran pajak kepadn Bupat atau Bapenda.
2]  Pengembalian kelebihan pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan adanva kelehbihian pembayeran pajek vang telah disetorkan ke
Kas Darrah atau Bendaham Penenima Bapenda berdasarkan -
a. Perhitungan dari Waojib Pajak;
b. Burat Keputusan Keberatan atau Burat Keputusan Pembetulan,
Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan;
c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali]
d. Kebijakan pembenan pengurangan, kermganan,  dan/atau
peimbebasan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
(3} Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) diajukan
accara terfubis dengan Bahasa Indonesia [
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(4] Suratl permohonan Wajib Pajak dilengkapi dengan dokumen :
4. ldentitas penduduk/KTP pemohon Waiib Pajak;
b, SPTPD untuk masa pajak yang menjadi permohonan,
¢, Dokumen perpajukon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
menjadi dasar permohonar;
d. Bukt pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
e. Uraian perhitungan pajak menurul Wajib Pajak.

(5] Ams permohonan Wajib Pajuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bapenda scgers mengadakan penelition awu pemeriksaan terhadap
kebenaran kelebihan pembavaran pajak dan pemenuhan kewajiban
pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

{5) Berdasarkan permohonon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
chiterimanya permohonan hanus memberikan keputusan,

(7} Apubila permohonan Wajib Pajak sebagalmana dimaksud padis ayast (1)
disetujui berdesarkan hasil penelitian dan pemenksaan sebagaimana
dimakesud padu avat |5} dan dalam jangka waktu schagaimana dimalksud
pada ayat (8), Bapenda menetupkan SKPDLB,

(8] Apahila jangks wuaktu sebagaimans dimaksud pada ayat [6) telah
dilsmpaui dan Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, miks
permohonan  pengembalian  kelebihan poembayaran pajak  dianggop
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangls wakiu paling
lama | {satu) bulsin.

(%) Pengembalinn kelebthan pembayaran pajak daerah  sebagalmans
dimaksud pada ayat (7) dan avat (8) dilakukan &i Kas Daerah
berdasarksn Sural Perintnh Pembayaran Kelebthan Pajak Daerah dan
Surat Perintah Membayar Unng.

(10} Pengembalian kelebiban pembayaran pajak sebaguimana dimaksud
pada ayat (1) dilakuken dalam janghka wakiu paling lama 2 [duaj bulan
sejuk diterbitkannya SKPDLE,

(11} Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bapenda memberikan imhalan bungn sehesar (,6%
(nol koma enam persen) per bulan atus keteriambatan penibayaran
Kelehihan pembayaran pajak wersebul.

(12 Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lsinnyd, kelebibon
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebib
dahulu utang pajak tersebut

(13} Apabila kelebihan pemboyaran pajak diperhitungkan dengan utung
pajak lainnya sebagaimana dimaksud pads ayat (12), pembayaraonya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan
juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan ditugaskan kepada Bapenda dan perangkat

dacrah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan
penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah,

Pausal 39

Terhadap Wajib Pajak vang menggunakan pelaporan  sistem  secarn
clektronik, dapat dilaksanakan pengawasan secara elektronik sesuai dengan

[
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Pasal 40

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mengEunakan peloporan gistem secars
elektromile, pengawasan diluksanakan dengan )i kepatuhan de
menggunakan alal bantu yang disesuaikan dengan kondiai Wajib qulm

HAH XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

rlam hal terjadi perubshan nomenklatur 1588 . odd
SEE  BE

Em;hﬂhu.u Persturun Perundang- Undungan :E?;n lelnly t'::&l n::uh:al

CWOnENEAN  pelaksanaan dnrll Peraturan Bupst mi tetap melekar paca

Peranghat Daeruh terkait sesudl dengan tugas pokok dan fungsinyn.

BAB XXI
KETENTUAN PENLUTUP
Pasal 42

Puda sant Peraturan Bupati inl mulai berlaku, maks seharub Peraturan

E!lpﬂll Katingan yung mengatur tentang Pujuk Hotel, Pajak Restoran, Pujak
iburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir sebelum ditctapkanmya

Peraturan Bupat: ini dicabut dan dinyatakan tidak herlakn '

Pasal 43

Ferapuran Bupat ini mulal beriaky sejak tanggal 9 Maret 2024,

Aggar setiap orang mengetahuinya, memerintahkon
_ , pengundangan Peraturan
Hupat tni dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pnda tanggal | bYOLEMBIr  26dq
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